
Risalah Kebijakan: 
Cakupan, Praktik, Tantangan, dan Pendukung 
Perawatan Sosial yang Inklusif di Indonesia 



2 Cakupan, Praktik, Tantangan dan Pendukung untuk Perawatan Sosial yang Inklusif

Risalah kebijakan ini telah disusun dan 

dicetak oleh Pusat Kajian dan Advokasi 

Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak 

Universitas Indonesia (PUSKAPA) dengan 

dukungan dari Kemitraan Australia - 

Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif 

(INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk 

meningkatkan partisipasi kelompok 

marginal dalam pembangunan sosial-

budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, 

serta manfaat yang mereka peroleh dari 

pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja 

sama dengan pemerintah Indonesia dan 

organisasi masyarakat sipil untuk mendorong 

upaya memajukan kesetaraan gender, hak-

hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. 

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini 

adalah tanggung jawab dari tim produksi 

dan tidak mewakili pandangan Pemerintah 

Indonesia dan Pemerintah Australia.

Penulis Laporan

• Ni Luh Putu Maitra Agastya

• Wenny Wandasari

• Andrea Andjaringtyas Adhi

Pengumpul dan Pengolah Data 

• Andrea Andjaringtyas Adhi

• Ishlah Fitriani 

• Ivan Martin Manalu

• Ni Luh Putu Maitra Agastya

• Rayfienta K. Gummay

• Siti Ainun Nisa

• Wenny Wandasari

Visualisasi Data dan Desain 

• Natalia Surjaudaja

Saran Sitasi

• PUSKAPA (2024). Risalah Kebijakan: 

Cakupan, Praktik, Tantangan, dan 

Pendukung Perawatan Sosial yang Inklusif 

di Indonesia.

• Agastya, N. L. P. M., Wandasari, W., & Adhi, 

A. A. (2024). Risalah Kebijakan: Cakupan, 

Praktik, Tantangan, dan Pendukung 

Perawatan Sosial yang Inklusif di Indonesia.

 

INFORMASI 
KEPENGARANGAN



3

Ringkasan Eksekutif .........................................................................4

Pendahuluan .....................................................................................6

 Isu perawatan sosial di Indonesia .......................................... 7

 Metodologi .................................................................................8

Temuan Utama .................................................................................. 10

 Kelompok rentan pemerlu dan penyedia  

 perawatan sosial ........................................................................ 11

 Cakupan perawatan sosial ...................................................... 12

 Faktor-penghambat penyediaan layanan  

 perawatan sosial yang memadai ............................................ 13

 Faktor pendukung layanan perawatan  

 sosial yang memadai ................................................................ 15

 Kebijakan dan program perawatan sosial yang tersedia ... 16

Arah dan Pendekatan bagi Kebijakan dan Program  

Perawatan Sosial yang Kontekstual ............................................. 18

Langkah-Langkah Kebijakan .........................................................22

Referensi ............................................................................................. 27

Lampiran ............................................................................................. 30

D
A

FT
A

R
 IS

I



4 Cakupan, Praktik, Tantangan dan Pendukung untuk Perawatan Sosial yang Inklusif

Kualitas, akses, dan bentuk perawatan sosial 
(social care) memengaruhi kesejahteraan 
anak dan keluarga. Namun, di Indonesia dan 
negara-negara berpendapatan menengah 
ke bawah lainnya, anak-anak yang tidak 
mendapatkan perawatan sosial yang cukup 
masih banyak jumlahnya (Florence & Sudrajat, 
2007; Beazley et al., 2018). Situasi anak-
anak dalam kelompok rentan yang belum 
mendapatkan perawatan sosial yang memadai 
mengindikasikan masih adanya kesenjangan 
dalam kebijakan dan program perawatan 
sosial bagi anak rentan dan keluarganya. 

Studi Pelingkupan Perawatan Sosial di 
Indonesia - Meningkatkan Kesetaraan 
Gender dan Inklusi Sosial melalui Sistem 
Perawatan Sosial yang Komprehensif ini 
bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 
yang kontekstual tentang perawatan sosial 
berdasarkan penyusuran literatur serta 
implementasi kebijakan dan praktik di 
lapangan. Studi ini juga bertujuan untuk 
mengeksplorasi tantangan dan dukungan 
untuk mewujudkan perawatan sosial yang 
inklusif di Indonesia. Pengumpulan data 
dilakukan dengan dua metode utama, yaitu 
tinjauan literatur sistematis dan konsultasi 
dengan pemangku kepentingan, baik dari 
sektor pemerintah dan non-pemerintah. 
Dalam studi ini, perawatan sosial dilihat 
sebagai sebuah konsep multidimensional 
yang mencakup kebijakan dan praktik 
di tingkat makro dan mikro. Maka itu, 

kajian mengenai perawatan sosial perlu 
mempertimbangkan pendekatan kebijakan 
sosial negara serta praktik penyediaan 
perawatan sosial dalam komunitas yang 
semuanya terkait dengan norma sosial, 
gender, dan tradisi budaya (Daly & Lewis, 2000). 

Hasil tinjauan literatur dan konsultasi 
dengan pembuat kebijakan dan praktisi 
menyimpulkan bahwa perawatan sosial 
mencakup beragam bentuk pelayanan yang 
merespon kebutuhan dan situasi beragam 
kelompok rentan. Namun, berdasarkan 
analisis literatur perawatan sosial di negara-
negara berpendapatan menengah dalam studi 
ini, cakupan pelayanan sosial masih terbatas 
pada pemenuhan kebutuhan perawatan saja. 
Kebutuhan akan perawatan sosial dilihat 
terpisah dari kondisi-kondisi lain yang dapat 
memengaruhi akses dan kualitas perawatan 
sosial. Sebaliknya, dalam konsultasi, pihak 
pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil 
(OMS) memposisikan kebutuhan dasar 
dari kelompok rentan sebagai pemungkin 
perawatan sosial yang memadai. 

Tinjauan literatur dan konsultasi dengan 
pemangku kepentingan mengidentifikasikan 
faktor pendukung dan penghambat yang 
serupa. Norma sosial yang terkait dengan 
peran perempuan dalam pekerjaan perawatan, 
serta isu kualitas dan kapasitas layanan 
perawatan sosial dinilai sebagai penghambat 
utama dalam pengembangan akses kepada 
perawatan sosial. Terkait dengan norma 
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sosial, perempuan masih terus terbebani 
dengan tanggung jawab pengasuhan dan 
perawatan tanpa mendapatkan dukungan 
struktural yang memadai. Sumber daya 
pemerintah yang masih terbatas berakibat 
pada terbatasnya akses kepada layanan 
perawatan sosial, misalnya tempat penitipan 
anak yang berkualitas dengan kapasitas  
yang memadai. 

Studi ini mengidentifikasi peluang untuk 
mengembangkan dan menguatkan 
sistem perawatan sosial, seperti kebijakan 
dan program yang telah diinisiasi oleh 
Kementerian/Lembaga (K/L) dan OMS 
terkait dengan pemberdayaan kelompok 
dan pelibatan komunitas sebagai penyedia 
layanan perawatan sosial. Meskipun secara 
umum K/L dan OMS yang terlibat dalam 
studi ini memahami pentingnya kebijakan 
dan program perawatan sosial, studi ini 
mengindikasikan sebuah pendekatan yang 
lebih komprehensif masih dibutuhkan untuk 
menciptakan sebuah sistem perawatan sosial 
yang memadai. Saat ini kebijakan dan program 
masih bersifat uji coba dan menargetkan 
kelompok tertentu yang sempit. Kebijakan dan 
program perawatan sosial harus mendorong 
berkembangnya sebuah sistem perawatan 
sosial, bukan hanya sekedar memenuhi 
kebutuhan perawatan kelompok pemerlu. 

Melalui studi pelingkupan ini, kami 
merekomendasikan pendekatan 
multidimensional (di tingkat kebijakan 
dan praktik dalam masyarakat) yang 
mengedepankan pengembangan sistem 
dan didasari dengan pemahaman akan 

keberagaman kerentanan dan kebutuhan 
perawatan sosial. Pendekatan ini bertujuan 
untuk (1) mendorong terciptanya kebijakan 
dan program yang kontekstual dengan 
kebutuhan kelompok pemerlu dan 
penyedia perawatan sosial, (2) mengatasi 
hambatan-hambatan dalam menyediakan 
perawatan sosial yang memadai dan (3) 
memberdayakan praktik baik perawatan 
sosial yang telah dirintis oleh Pemerintah 
Indonesia dan OMS.  

Berdasarkan pendekatan di atas, kami 
merekomendasikan langkah-langkah 
pengembangan kebijakan dan program 
yang strategis, diantaranya melanjutkan 
transformasi sistem perlindungan sosial yang 
adaptif, pengembangan kebijakan dukungan 
keluarga yang komprehensif, serta komitmen 
dan sumberdaya untuk melembagakan praktik 
baik perawatan sosial.

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan 
Daerah dengan OMS dibutuhkan untuk 
mengimplementasikan langkah-langkah 
kebijakan yang direkomendasikan. OMS 
yang berada dalam komunitas memiliki 
pemahaman atas kebutuhan kelompok 
rentan, mampu menjalin relasi dengan 
komunitas yang menjadi modal praktik baik 
berbasis komunitas, dan juga memiliki akses 
terhadap sumberdaya lain, seperti pekerja 
komunitas dan program yang telah berjalan 
di komunitas. Pemerintah Indonesia memiliki 
sumberdaya dan kapasitas untuk menyusun 
kebijakan dan melakukan perubahan 
secara sistematis yang dibutuhkan untuk 
mewujudkan sistem perawatan sosial. 
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Konsep perawatan sosial (social care) memiliki 
cakupan bahasan yang luas. Perawatan sosial 
mencakup pelayanan formal dan informal. 
Beragam organisasi dan individu tanpa 
relasi biologis yang telah ditentukan secara 
hukum dapat menyediakan layanan formal 
berbasis keluarga dan institusi, sedangkan 
layanan informal dapat diberikan oleh 
anggota keluarga, kelompok, dan komunitas 
(Cantor, 1989; Petrowski et al., 2017). Proses 
perawatan dan pengasuhan dapat terjadi 
di lingkungan yang berbeda, antara orang-
orang dengan hubungan yang beragam, dan 
melibatkan berbagai intervensi dan praktik 
(Yantzi & Skinner, 2009). Sebagai konsep 
yang multidimensional, perawatan sosial itu 
dapat ditelaah dari tingkat makro dan mikro, 
yang melibatkan pendekatan kebijakan sosial 
negara serta norma-norma masyarakat, gender, 
dan tradisi budaya (Daly & Lewis, 2000).

Dinamika perubahan ekonomi, sosial, dan 
politik meningkatkan risiko anak untuk tidak 
mendapatkan akses terhadap perawatan 
sosial yang memadai. Pertama, migrasi yang 
didorong oleh pencarian lapangan kerja, 
baik secara domestik maupun internasional 
merupakan tren yang signifikan di Indonesia. 
Hal ini memengaruhi struktur keluarga 
tradisional, yang membuat perawatan dan 
pengasuhan anak dialihkan ke kakek-nenek, 
kerabat, atau saudara yang lebih tua (Hoang 
et al., 2015). Karena migrasi orangtua untuk 
bekerja, anak sering mengalami keterpisahan 
dari orangtua. Dukungan perawatan bagi anak 
pekerja migran di Indonesia (yang jumlahnya 
sekitar 1 juta anak) sangat dibutuhkan segera, 
namun masih terbatas di Indonesia (Butt et al., 
2017). 

Selanjutnya, anak yang hidup dengan keluarga 
miskin juga tidak mendapatkan perawatan 
yang layak dari keluarga mereka karena 
keterbatasan sumber daya untuk memberikan 

ISU PERAWATAN SOSIAL 
DI INDONESIA

perawatan. Analisis data Survey Sosial Ekonomi 
Nasional (SUSENAS) menunjukkan bahwa 
hampir 50% ibu dengan anak usia di bawah 
lima tahun harus meninggalkan anaknya 
untuk melakukan aktivitas di luar rumah dan 
menitipkan pengasuhan anak kepada kakek-
nenek si anak (Andrina et al., 2022).  

Ketersediaan perawatan sosial memengaruhi 
kesejahteraan anak dan keluarga dan 
bergantung pada kemampuan dan pandangan 
negara, keluarga, dan masyarakat untuk 
menyediakan perawatan sosial. Sebagai 
contoh, negara dan masyarakat masih 
memandang pekerjaan perawatan sosial 
sebagai tugas perempuan. Minimnya 
dukungan bagi perempuan untuk membagi 
beban pekerjaan tersebut membatasi mereka 
untuk berpartisipasi secara aktif dalam 
lapangan kerja formal. Meskipun Indonesia 
memiliki capaian pendidikan yang relatif tinggi 
di kalangan perempuan (OECD, 2019), angka 
partisipasi kerja perempuan masih stagnan, 
sekitar 50% dalam satu dekade terakhir 
(Setyonaluri et al., 2021). Angka ini cukup jauh 
dibandingkan dengan partisipasi kerja laki-laki, 
yaitu sekitar 80%. 

Meski memiliki peranan yang penting, 
perawatan sosial bagi anak-anak rentan sering 
kali terluput dalam pertimbangan kebijakan. 
Program dukungan keluarga di Indonesia 
selama ini berfokus pada pengembangan 
kapasitas pengasuh untuk memberikan 
perawatan bagi anak tanpa menyasar 
kesenjangan struktural yang berkaitan dengan 
praktik pengasuhan, seperti ketahanan 
pangan, dukungan finansial, dan bantuan 
tempat tinggal/perumahan (Siagian et al., 
2019). Studi terdahulu juga menunjukkan 
bahwa sistem pengasuhan alternatif di 
Indonesia masih mengandalkan pengasuhan 
berbasis institusi yang sifatnya tersier1 untuk 
anak-anak rentan yang meningkatkan risiko 

1 Respons yang berfokus pada aspek penanganan (saat anak sudah terpisah dari orang tua) dan cenderung mengabaikan aspek 
pencegahan (primer) dan pengurangan risiko (sekunder).
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PUSKAPA, dengan dukungan Sekretariat 
INKLUSI, melakukan studi pelingkupan yang 
bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan 
penelitian berikut: 

1. Apa saja cakupan dari perawatan 
sosial dan apa saja layanan perawatan 
sosial yang tersedia bagi anak-anak 
dan keluarga rentan di Indonesia dan 
negara-negara berpenghasilan rendah 
dan menengah (Low and Middle Income 
Countries/LMIC) lainnya? 

2. Apa saja faktor penghambat dan 
pendukung bagi anak-anak yang rentan 
dan terpinggirkan dalam mengakses 
layanan perawatan sosial di Indonesia 
dan negara-negara berpenghasilan 
rendah dan menengah (LMIC) lainnya?

3. Apa saja kebijakan dan praktik yang 
ada saat ini dalam memberikan layanan 
perawatan sosial bagi anak-anak yang 
rentan dan terpinggirkan di Indonesia 
dan negara-negara berpenghasilan 
rendah dan menengah (LMIC) lainnya?

Studi pelingkupan ini menerapkan pendekatan 
kualitatif. Dua proses pengumpulan data 
kualitatif dilakukan secara bersamaan untuk 
menjawab pertanyaan penelitian sepanjang 
bulan Agustus hingga November 2023, yakni 
melalui tinjauan ruang lingkup (scoping 
review) dan konsultasi bersama pemerintah 
dan organisasi masyarakat sipil (OMS). 
Penggabungan antara pengetahuan yang 
didapat dari tinjauan literatur dan aktor-
aktor kunci akan mendukung penyusunan 
rekomendasi kebijakan yang komprehensif 
dan desain penelitian yang spesifik untuk 
tahap berikutnya. 

METODOLOGI
anak mengalami kerentanan lainnya (Kaybryn, 
2015). Studi ini menemukan bahwa anak-
anak tinggal di panti asuhan atau panti sosial 
terkendala dalam pemenuhan kebutuhan 
dasar dan rentan mengalami kekerasan 
karena rendahnya kapasitas panti. Kebijakan 
dan praktik-praktik seputar perawatan sosial 
dan bagaimana interaksinya dengan aspek-
aspek gender, inklusi sosial, dan ekonomi 
masih perlu ditelaah lebih lanjut. 

Melalui Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJPN) 2025-2045, Pemerintah 
Indonesia telah mulai menyasar isu perawatan 
sosial, terutama bagi lansia dan untuk 
meningkatkan partisipasi perempuan sebagai 
pengasuh utama untuk dapat berpartisipasi 
dalam lapangan kerja. Namun, program dan 
regulasi untuk merealisasikan RPJPN masih 
terus dikembangkan oleh pemerintah.

Idealnya, sebuah strategi yang komprehensif 
dan inklusif diperlukan untuk memastikan 
tujuan jangka panjang pembangunan 
tercapai melalui program dan regulasi 
yang efektif. Untuk menyusun strategi 
ini, diperlukan informasi mengenai 
kebutuhan dan model layanan yang bisa 
dipertimbangkan bagi kelompok rentan, yang 
juga mempertimbangkan kompleksitas ragam 
identitas dan lingkungan (sosial, budaya, 
ekonomi, politik, hukum) yang memengaruhi 
akses terhadap layanan perawatan sosial.  
Selain itu, untuk memastikan strategi layanan 
yang komprehensif dapat diimplementasikan 
dengan hasil yang berkelanjutan, dibutuhkan 
penentuan prioritas bentuk layanan 
perawatan sosial dan kelompok rentan 
yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, 
sebuah studi pelingkupan dirancang untuk 
mengembangkan pemahaman tentang 
konsep perawatan sosial di Indonesia, 
menentukan cakupan studi lanjutan, dan 
mengidentifikasi faktor pendukung dan 
penghambat dalam mengakses layanan 
perawatan sosial.  
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Proses dari tinjauan ruang lingkup (scoping 
review) terdiri dari langkah-langkah pencarian 
(search), pemilahan (sort), pemilihan 
(screen/select), dan analisis (analyze) yang 
diadaptasi dari kerangka kerja metodologi 
yang dikembangkan oleh (Arksey & O’Malley, 
2005). Google Scholar dan Proquest menjadi 
sumber utama dalam pencarian literatur 
utama, termasuk grey publication. Pencarian 
dibatasi pada 200 dokumen pertama karena 
basis data sudah diurutkan berdasarkan 
relevansi. Tim peneliti menggunakan Zotero, 
software manajemen referensi, untuk 
melakukan proses deduplikasi dan mengelola 
hasil pencarian literatur. Penyaringan atau 
pemilihan (screening) dilakukan melalui dua 
tahap, yakni berdasarkan (1) judul dan abstrak 
serta (2) teks lengkap yang berpegang pada 
kriteria inklusi dan eksklusi yang ditentukan. 

Setelah deduplikasi, ada 392 dari 400 
referensi yang masuk ke tahap penyaringan 
judul dan abstrak. Ada 65 artikel yang lolos 
dalam penyaringan pertama. Selanjutnya, 
setelah dilakukan penyaringan kedua 
berdasarkan teks lengkap, ada 37 literatur 
yang dimasukkan dalam tinjauan literatur ini. 
Tema yang dominan muncul adalah ekonomi 
perawatan (13) dan perawatan alternatif (12), 
diikuti oleh migrasi (5). Dari literatur yang 
terpilih, ada 13 dokumen membahas konteks 
Indonesia. Daftar studi yang ditelaah dapat 
dilihat di Tabel 1 di bagian lampiran.

Proses konsultasi dilakukan bersama kedua 
kelompok, yakni bersama pemerintah 
pusat sebagai perencana kebijakan nasional 
serta organisasi masyarakat sipil (OMS) 
yang bekerja langsung dengan kelompok 
pemerlu perawatan sosial. Konsultasi secara 
tatap muka dilakukan melalui metode 
diskusi kelompok terpumpun (focus group 
discussion/FGD). Konsultasi dengan pihak 
pemerintah melibatkan 6 (enam) perwakilan 
dari 6 (enam) kementerian dan lembaga. 
Konsultasi dengan OMS melibatkan 8 
(delapan) perwakilan dari 7 (tujuh) OMS mitra 
INKLUSI. Selain itu, wawancara individu juga 
dilakukan bagi informan yang berhalangan 
hadir dalam kegiatan FGD dan informan 
dari organisasi disabilitas. Data konsultasi 
dikelola ke dalam catatan lapangan dengan 
menggunakan analisis tematik. Kegiatan 
konsultasi ini juga telah melewati persetujuan 
etik dari Universitas Atma Jaya dengan nomor 
surat 009P/III/PPPE.PM.10.05/10/2023. 
Daftar informan yang mewakili kelompok 
pemerintah pusat dan OMS dapat dilihat di 
Tabel 2 di bagian lampiran.
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Temuan utama dari studi ini disusun dalam keterkaitannya dengan pertanyaan yang 
mendasari pelaksanaan studi. Pertama, menggambarkan cakupan perawatan sosial dan 
bentuk layanan perawatan sosial yang tersedia. Kedua, mengeksplorasi faktor penghambat 
dan pendukung untuk mengakses perawatan sosial. Ketiga, mengidentifikasi kebijakan dan 
praktik perawatan sosial yang telah diimplementasi selama ini. 

Kelompok rentan pemerlu dan penyedia 
perawatan sosial yang teridentifikasi dalam 
literatur adalah sebagai berikut: 

Kelompok pemerlu perawatan sosial 
yang teridentifikasi dalam literatur juga 
diidentifikasi oleh pemerintah dan organisasi 
masyarakat sipil (OMS) dalam proses 
konsultasi. Perwakilan pemerintah dan OMS 
mengidentifikasi tiga kategori kelompok 
rentan sebagai berikut:

Kelompok anak rentan yang terdiri dari anak 
yatim piatu, anak terlantar, anak pekerja 
migran, anak korban perdagangan, anak 
dari pekerja seks komersial dan pengguna 
narkotika, anak yang berhadapan dengan 
hukum, anak berusia dini, anak dari orang 
tua dengan HIV/AIDS, anak dari narapidana 
teroris, anak korban kekerasan (termasuk anak 
yang menikah), serta anak yang memerlukan 
perlindungan khusus (AMPK) sesuai dengan 
kategori yang disebutkan dalam UU 
Perlindungan Anak.

Orang dewasa pengasuh dari anak rentan 
ini juga menjadi perhatian dalam perawatan 
sosial, seperti perempuan atau ibu yang 
bekerja, perempuan dan keluarga pekerja 
migran, serta lansia pengasuh anak.

Kelompok lainnya yang rentan perawatan 
sosial seperti kelompok lansia, individu 
dengan disabilitas, serta kelompok minoritas 
(seperti masyarakat adat). Kelompok 
disabilitas dan minoritas ini juga dapat 
mencakup usia anak dan dewasa.

KELOMPOK RENTAN PEMERLU 
DAN PENYEDIA PERAWATAN SOSIAL

Perempuan (dalam peran ibu atau nenek) 
sebagai penyedia perawatan sosial yang 
membutuhkan dukungan perawatan. 
Kelompok ibu mencakup: 

ibu dengan pekerjaan informal 
(Mehdizadeh, 2015; Schaner & Das, 
2016; Tanaka & Muzones, 2016)

ibu dari anak usia dini  
(Irani & Vemireddy, 2021)

pekerja migran 

nenek pengasuh anak yang 
ditinggalkan oleh pekerja migran 
(Aminuddin et al., 2019; Graham  
et al., 2015; Hoang et al., 2015;  
Lam et al., 2013)

dan orangtua tunggal.

Anak tanpa pengasuhan keluarga, 
termasuk yatim/piatu, anak pekerja migran, 
anak terlantar, dan anak dalam fasilitas 
institusi termasuk panti sosial dan lembaga 
pemasyarakatan (Desmond et al., 2020; 
Forber-Pratt et al., 2020; Frimpong-Manso et 
al., 2019; Huynh et al., 2019; Ulybina, 2023)

Anak dalam situasi berisiko lainnnya, 
termasuk anak korban kekerasan, anak yang 
diadopsi, anak yang hidup dalam keluarga 
miskin, dan anak dengan disabilitas. (Abdullah 
et al., 2021; Asa et al., 2021; Bledsoe, 2023; 
Nurlaelawati & Van Huis, 2019).

TEMUAN UTAMA
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Dalam tinjauan awal literatur yang kami 
lakukan, PUSKAPA telah mengidentifikasi 
beberapa kelompok anak dan keluarga 
yang paling membutuhkan akses terhadap 
layanan perawatan sosial, seperti keluarga 
dengan anak usia dini, pekerja migran, dan, 
anak-anak tanpa pengasuhan orang tua. 
Kajian literatur dalam studi ini menguatkan 
asumsi kami bahwa di Indonesia dan negara-
negara berkembang lainnya, kebutuhan akan 
perawatan sosial dari kelompok-kelompok 
ini seringkali tidak teridentifikasi secara 
menyeluruh. Misal, seringkali perawatan 
sosial anak berfokus hanya pada peningkatan 
kualitas pengasuhan bagi anak. Sebaliknya, 
isu perawatan sosial sebagai “tugas” 
perempuan yang bekerja difokuskan hanya 
pada kebutuhan fasilitas. Oleh karena itu, 
penting untuk memprioritaskan kebijakan dan 
intervensi untuk yang mempertimbangkan 
kebutuhan pemerlu dan penyedia perawatan 
secara komprehensif.

Perawatan sosial memiliki cakupan yang 
lebih luas dari pengasuhan dan menekankan 
pada kebijakan dan program untuk 
membantu kelompok rentan mencapai 
kesejahteraan. 

Berdasarkan pengalaman kerja OMS di 
komunitas, saat ini layanan perawatan sosial 
yang tersedia dinilai memiliki cakupan yang 
terbatas, seperti program penguatan kapasitas 
pengasuh (parenting) atau pengasuhan 
berbasis panti bagi anak terlantar atau yang 
hidup tanpa pengasuhan orangtua. Bagi OMS 
yang bekerja langsung dengan kelompok 
rentan, layanan perawatan sosial muncul 
sebagai kebutuhan akibat kerentanan yang 
dialami oleh kelompok atau individu tertentu. 
OMS menilai perawatan sosial sebagai konsep 
dengan cakupan yang lebih luas melingkupi 
pemberian bantuan sosial, pencegahan 
dan penanganan kekerasan, pemberdayaan 
ekonomi, pemberdayaan kelompok rentan, 
serta pendataan. Tanpa layanan-layanan ini, 

CAKUPAN PERAWATAN SOSIAL 

kebutuhan perawatan sosial kelompok rentan 
dianggap tidak dapat terpenuhi. Maka dalam 
praktiknya, organisasi seperti Perkumpulan 
Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan 
Aisyiyah yang bekerja dengan anak tanpa 
pengasuhan keluarga, mengembangkan 
program foster care, namun juga mengelola 
panti asuhan anak bagi yang membutuhkan.

Pihak K/L yang terlibat dalam proses 
konsultasi menilai perawatan sosial menjadi 
salah satu fokus kebijakan Indonesia ke 
depannya, yang tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN). Di sektor sosial, 
kebijakan perawatan sosial berfokus pada 
aspek ekonomi perawatan bagi kelompok 
rentan lansia, yang terintegrasi ke dalam 
skema perlindungan sosial adaptif2. Di sektor 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak, perawatan sosial juga berfokus pada 
aspek ekonomi perawatan yang bertujuan 
untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi 
bagi perempuan dan ibu yang bekerja. 
Kebijakan dan program ekonomi perawatan 
menyasar pada ketersediaan dan standarisasi 
tempat penitipan anak (daycare) yang 
dapat membantu untuk mengurangi beban 
pengasuhan bagi perempuan dan ibu bekerja. 
Fokus kebijakan lainnya di sektor pendidikan 
adalah ketersediaan dan standarisasi PAUD  
di seluruh daerah. 

Tinjauan literatur mengenai perawatan 
sosial di Indonesia dan negara 
berpendapatan menengah ke bawah  
lainnya sebagian besar berfokus pada 
pembahasan jenis layanan perawatan sosial, 
dan tidak banyak membahas konsep/ruang 
lingkup perawatan sosial.

Sebuah studi menyarankan bahwa perawatan 
sosial harus diintegrasikan ke dalam sistem 
perlindungan sosial dan mencakup program 
dukungan keluarga dan penitipan anak 
sebagai bagian dari layanannya (Perera et 
al., 2022). Studi ini, yang merupakan tinjauan 
sistematis mengenai dampak perlindungan 
sosial terhadap kesetaraan gender di negara-

2 Perlindungan sosial adaptif bertujuan untuk membangun resiliensi rumah tangga miskin dan rentan sehingga mereka mampu 
menyiapkan diri sebelum terjadi guncangan, mengatasi guncangan saat terjadi, dan beradaptasi setelah terjadi guncangan (Bowen 
et al, 2020).
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negara berpendapatan menengah ke bawah, 
menemukan sangat sedikit diskusi dalam 
literatur mengenai komponen perawatan 
sosial dalam perlindungan sosial. 
Penelitian lain memaparkan bentuk-bentuk 
perawatan sosial yang tepat bagi beragam 
kelompok rentan. Bagi anak usia dini dalam 
asuhan keluarga, tempat penitipan anak 
(Chan, 2018; Hughes et al., 2021; Irani & 
Vemireddy, 2021; Mehdizadeh, 2015; Schaner 
& Das, 2016; Setyonaluri et al., 2021; Tanaka 
& Muzones, 2016) dan pendidikan anak 
usia dini/prasekolah disebutkan sebagai 
layanan perawatan sosial yang sesuai (Halim 
dkk., 2021; Pangastuti, 2023). Studi tentang 
pengasuhan alternatif membahas berbagai 
bentuk pengasuhan alternatif, baik yang 
berbasis keluarga/masyarakat maupun 
berbasis institusi. Pengasuhan berbasis 
keluarga/masyarakat mencakup (namun  
tidak terbatas pada) pengasuhan oleh kerabat, 
foster care, adopsi, dan kafalah (praktik 
perwalian anak dalam Islam), sementara 
pengasuhan berbasis institusi mencakup 
pengasuhan anak di panti, sekolah asrama, 
dan model fasilitas residential dalam 
kelompok yang kecil (children’s villages) 
(Assim & Sloth-Nielsen, 2014; Flagothier, 
2016; Huynh et al., 2019; Milligan et al., 
2017; Petrowski et al., 2017). Sementara itu, 
kebutuhan perawatan sosial yang muncul 
karena migrasi mengedepankan model 
pengasuhan oleh pekerja rumah tangga, 
selain pengasuhan oleh kerabat (Aminuddin  
et al., 2019; Graham et al., 2015; Hoang  
et al., 2015; Lam et al., 2013). 

Proses kajian literatur menemukan bahwa 
cakupan perawatan sosial dari kelompok 
rentan tidak terpisahkan dari situasi orang 
dewasa pengasuh anak. Studi tentang 
ekonomi perawatan mempertimbangkan 
situasi ibu bekerja (khususnya di sektor 
informal) (Mehdizadeh, 2015; Schaner & 
Das, 2016; Tanaka & Muzones, 2016) ibu 
dengan anak usia dini (Irani & Vemireddy, 
2021). Studi tentang perawatan sosial dan 
migrasi mengkaitkan interaksi pekerja 
migran (terutama ibu), orang tua lain yang 
ditinggalkan, serta kakek-nenek sebagai 

Kurangnya fasilitas, rendahnya kualitas 
layanan perawatan sosial, dan terbatasnya 
dukungan untuk penyedia perawatan sosial 
merupakan salah satu faktor penghambat 
perawatan sosial yang memadai. 

Fasilitas dan layanan penitipan anak 
(daycare) terutama bagi anak usia dini 
dalam keluarga rentan memberikan manfaat 
signifikan bagi perkembangan anak dan 
kondisi kesejahteraan keluarga. Literatur 
menunjukkan kekurangan fasilitas penitipan 
anak, termasuk di Indonesia, sebagai salah 
satu penghambat bagi kelompok rentan 
untuk mendapatkan perawatan sosial yang 
memadai (Halim et al., 2021; Mehdizadeh, 
2015; Pangastuti, 2023; Setyonaluri et al., 
2021). Tempat penitipan anak cenderung 
terkonsentrasi di daerah perkotaan, dengan 
biaya yang tinggi dan jarak yang jauh (Halim 
et al., 2021), sehingga sulit dijangkau oleh 
masyarakat miskin. Tempat penitipan anak 
juga cenderung beroperasi dalam waktu 
singkat (setengah hari), sehingga perempuan 
tidak memiliki fleksibilitas untuk memilih 
pekerjaan formal. Selain itu, kualitas fasilitas 
penitipan anak yang bervariasi merupakan 
hambatan lain yang membuat orang tua 
enggan menitipkan anaknya di tempat 
penitipan anak (Hughes et al., 2021).

Rendahnya kualitas layanan pengasuhan 
alternatif merupakan penghambat perawatan 
sosial memadai bagi anak tanpa pengasuhan 
orangtua. Literatur menunjukkan faktor-faktor 
penyebab rendahnya kualitas pengasuhan 
alternatif. Pertama, kurangnya data yang 
akurat dan komprehensif mengenai anak-
anak tanpa pengasuhan orang tua yang 

pengasuh pengganti (terutama nenek)  
yang ditinggalkan (Aminuddin et al., 2019;  
Graham et al., 2015; Hoang et al., 2015;  
Lam et al., 2013).
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menyulitkan penyusunan kebijakan dan 
layanan yang berbasis bukti (Flagothier, 
2016). Kedua, pengasuhan alternatif 
yang banyak bersifat informal dan tidak 
terstandar, sehingga berdampak negatif 
bagi kesejahteraan anak (Flagothier, 2016; 
Milligan et al., 2017). Pengasuhan oleh kerabat 
misalnya, yang dipraktikkan secara luas dan 
mudah diakses, menghadapi tantangan 
besar dalam memastikan kesejahteraan 
anak, karena anak-anak sering mengalami 
kekerasan/penelantaran ketika diasuh oleh 
kerabat (Milligan et al., 2017). Sementara itu, 
pengasuhan di institusi masih menghadapi 
tantangan sumber daya manusia dan 
infrastruktur yang kurang memadai, kesulitan 
pendanaan, dan minimnya program 
reintegrasi setelah anak keluar dari panti 
(Milligan et al., 2017). Pengasuhan berbasis 
institusi yang dikelola oleh swasta atau 
masyarakat seringkali tidak mendapatkan 
pemantauan dan supervisi dari pemerintah 
(Ulybina, 2023).

Dari konsultasi dengan pemangku 
kepentingan, keterbatasan anggaran, 
dukungan dari aktor kunci, serta kapasitas 
dari penyedia layanan dan pendamping 
menghambat berkembangnya praktik 
perawatan sosial. Rotasi kepemimpinan 
di tingkat pemerintah pusat dan daerah 
dan persaingan pendanaan dari donor 
menjadi beberapa faktor penghambat 
dalam keberlanjutan program OMS. Adanya 
perbedaan prioritas kebijakan dan program 
dari pihak pemerintah juga menghambat 
ketersediaan layanan perawatan sosial yang 
merata untuk semua. Perawatan sosial masih 
dianggap sebagai pekerjaan sektor sosial 
saja dan belum menjadi tanggung jawab 
lintas sektor di tingkat daerah. Layanan dan 
program yang belum saling terhubung di 
tingkat daerah ini membuat kelompok rentan 
lebih sulit dalam mengaksesnya. Penyedia 
layanan dan fasilitator layanan (seperti 
pekerja sosial dan pendamping) masih 
membutuhkan penguatan kapasitas dalam 
menemukenali kelompok rentan pemerlu 
bantuan dan menghubungkan ke layanan, 
baik dari segi pengetahuan maupun  
perspektif perlindungan anak dan  
kerentanan secara umum.

Akses terhadap perawatan sosial yang 
inklusif dan berkualitas menjadi terbatas 
karena norma sosial yang membebani 
perempuan dengan tugas pengasuhan. 
Dalam sebuah penelitian di konteks perkotaan 
Indonesia, perempuan dalam masyarakat 
dianggap sebagai pengasuh sementara 
laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah 
dalam rumah tangga (Setyonaluri et al., 
2021). Ibu yang bekerja diharapkan dapat 
menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan 
tanggung jawab domestik/pengasuhan. Hal 
ini dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat 
bahwa kodrat perempuan adalah berada 
di rumah dan keyakinan agama bahwa ibu 
adalah pendidik pertama bagi anak. Norma 
gender dalam pekerjaan perawatan dan 
pengasuhan juga sering disebut sebagai 
faktor penyebab rendahnya partisipasi kerja 
perempuan (Chan, 2018; Dugarova, 2020; 
Irani & Vemireddy, 2021; Lokot & Bhatia, 2020; 
Mehdizadeh, 2015; Pangastuti, 2023; Perera 
et al., 2022; Schaner & Das, 2016; Setyonaluri 
et al., 2021; Tanaka & Muzones, 2016). Norma 
gender ditambah dengan minimnya dukungan 
bagi perempuan untuk mejalankan peran 
ganda (domestik/pengasuhan dan pekerjaan) 
membuat anak dan keluarga rentan semakin 
sulit untuk mendapatkan dukungan perawatan 
yang memadai.

Studi seputar topik migrasi juga membahas 
tantangan norma gender dalam menyediakan 
pengasuhan yang memadai untuk anak-
anak pekerja migran (Lam & Yeoh, 2018). 
Pengasuhan anak pekerja migran akan 
lebih stabil ketika ia tinggal bersama ibu 
dibandingkan bersama ayah karena ibu 
tinggal melanjutkan peran mereka sebagai 
pengasuh utama bagi anak-anak (Lam et al., 
2013). Meskipun sebuah studi tentang pekerja 
migran di Indonesia dan Filipina menunjukkan 
bahwa sebagian besar anak dari perempuan 
pekerja migran diasuh oleh ayah mereka, 
namun ayah masih mendapatkan bantuan 
dari kerabat perempuan (Lam & Yeoh, 2018). 

Konsultasi dengan OMS dan K/L juga 
mengidentifikasi norma gender sebagai 
penghambat layanan perawatan sosial bagi 
kelompok rentan. Stigma peran pengasuh 
yang selalu dikaitkan dengan ibu dan 
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Ketersediaan data yang akurat dan 
komprehensif tentang situasi dan kebutuhan 
kelompok rentan pemerlu dan penyedia 
perawatan sosial, kebijakan dan program 
yang mendukung perawatan sosial yang 
berbasis keluarga dan komunitas, dan 
layanan pengasuhan yang berkualitas akan 
mendorong terwujudnya perawatan sosial 
yang memadai. 

Data yang akurat dan komprehensif akan 
mendorong kebijakan dan layanan berbasis 
bukti untuk mengurangi jumlah anak yang 
berada di pengasuhan alternatif, mencegah 
keterpisahan keluarga, dan memastikan 
pengaturan pengasuhan yang tepat bagi 
anak-anak yang rentan (Petrowski et 
al., 2017). Kebijakan dan program untuk 
mendukung deinstitusionalisasi harus 
mempertimbangkan pendekatan regional, 
implementasi yang terdesentralisasi, dan 
menghubungkan antara pengasuhan formal 
dan informal (Forber-Pratt et al., 2020). 
Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan 
pengasuhan membutuhkan peningkatan 
kapasitas pemerintah untuk mengatur 
dan mengoordinasikan berbagai bentuk 
pengasuhan alternatif, termasuk pengasuhan 
berbasis institusi (Milligan et al., 2017). 

Pendataan yang dilakukan OMS dapat 
menjadi salah satu peluang untuk 
mengidentifikasi siapa saja yang rentan 
dan membutuhkan bantuan perawatan. 
Hasil pendataan ini dapat memperkaya 
data yang ada di tingkat pemerintah. Oleh 
karena itu, kolaborasi lintas sektor di daerah 
yang memprioritaskan perawatan sosial 
menjadi salah satu peluang, khususnya 
untuk menemukenali kelompok rentan. 
Keterlibatan OMS dalam musyawarah 
pembangunan di daerah juga menjadi salah 
satu cara untuk advokasi kebijakan dan 
anggaran yang responsif terhadap kebutuhan 
kelompok rentan. 

Program yang mendukung tenaga kerja 
sebagai penyedia perawatan, kebijakan 
penyediaan layanan/fasilitas pengasuhan 
anak, dan perubahan norma sosial 
merupakan faktor pendukung untuk 
meningkatkan partisipasi kerja perempuan. 
Kebijakan dan program tenaga kerja 
mencakup pengaturan jam dan tempat kerja 
yang fleksibel, cuti melahirkan berbayar, 
dan tunjangan pengasuhan anak (Chan, 
2018; Dugarova, 2020; Lokot & Bhatia, 
2020; Mehdizadeh, 2015; Schaner & Das, 
2016; Tanaka & Muzones, 2016). Di saat 
yang bersamaan, ketersediaan layanan 
pengasuhan anak yang mudah diakses, 

perempuan, tidak hanya melekat di konteks 
pengasuhan anak, tapi juga perawatan 
lansia. Tersirat dalam diskusi bahwa 
kurangnya pemahaman dan implementasi 
pengarusutamaan gender memengaruhi 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan  
yang berkaitan dengan perawatan sosial, 
seperti program perluasan lapangan kerja 
bagi perempuan. 

Lebih jauh lagi, perempuan yang secara 
sosial dibebani dengan tugas pengasuhan 
belum mendapatkan dukungan yang cukup 
dalam bentuk kompensasi dan insentif 
bagi pekerjaan perawatan yang dilakukan 
(Chan, 2018; Dugarova, 2020). Perempuan 
cenderung menghabiskan lebih banyak 
waktu untuk pekerjaan perawatan yang tidak 
dibayar (seperti mengasuh anak, menyiapkan 
makanan, dan pekerjaan domestik lainnya) 
dibandingkan dengan laki-laki. Sementara 
itu, pekerjaan perawatan yang berbayar, 
seperti menjadi kader Posyandu dan Bina 
Keluarga Balita serta guru PAUD, sering 
kali mendapatkan insentif yang kecil 
(Pangastuti, 2023). Sebuah studi mengenai 
kebutuhan pengasuhan bagi keluarga migran 
juga menunjukkan bahwa keluarga yang 
ditinggalkan tidak menerima kiriman uang 
dari anggota keluarga yang bermigrasi untuk 
mencari pekerjaan, yang mengakibatkan 
kurangnya dukungan finansial untuk 
pengasuhan anak (Graham et al., 2015).
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terjangkau, dan berkualitas berperan penting 
dalam mengurangi beban pengasuhan 
bagi perempuan (Halim et al., 2021; Irani & 
Vemireddy, 2021; Setyonaluri et al., 2021). 
Sementara itu, pendidikan kesetaraan gender 
di sekolah, peningkatan partisipasi perempuan 
dalam pengambilan keputusan di masyarakat 
dan partisipasi laki-laki dalam pekerjaan 
perawatan, menjadi faktor pendukung 
distribusi pekerjaan perawatan yang lebih 
seimbang antara perempuan dan laki-laki 
(Irani & Vemireddy, 2021; Mehdizadeh, 2015; 
Schaner & Das, 2016; Setyonaluri et al., 2021; 
Tanaka & Muzones, 2016).

Pendamping atau fasilitator berperan 
penting dalam memastikan layanan 
perawatan sosial dapat terakses oleh 
kelompok rentan yang membutuhkan. 
Dari program uji coba Layanan Lansia 
Terintegrasi (LLT), Bappenas menemukan 
pentingnya rekrutment manajer kasus untuk 
membantu melayani kelompok lansia, mulai 
dari pendataan, mengidentikasi bantuan, 
dan memberikan atau menghubungkan 
ke layanan. Program Desa Inklusi, yang 
dijalankan oleh organisasi SIGAB, juga 
merekrut fasilitator untuk membantu 
kelompok dampingan mereka. Dalam 
program LLT, Bappenas berupaya 
mengoptimalkan pendanaan pendamping 
melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan menggunakan 
pendekatan intergenerasional dengan 
merekrut anak muda di desa yang sama 
dengan kelompok rentan. Pendekatan ini  
juga bertujuan untuk perluasan lapangan 
pekerjaan di sektor perawatan atau 
pengasuhan di tingkat daerah. 

Pemberdayaan kelompok rentan 
mendukung berkembangnya layanan 
perawatan sosial di tingkat komunitas. 
Organisasi Migrant Care yang melakukan 
pendampingan pada perempuan dan 
keluarga migran yang membutuhkan 
dukungan pengasuhan anak. Migrant Care 
menggunakan pendekatan pemberdayaan 
ekonomi untuk membantu kelompok 
dampingan mereka, yang secara organik 
juga membentuk dukungan antar anggota, 

seperti yang terjadi di beberapa wilayah di 
pulau Lombok. Dengan menjalin hubungan 
yang dekat melalui pemberdayaan kelompok 
perempuan, para perempuan ini saling 
membantu dalam pengasuhan, baik dalam 
bentuk antar-jemput anak di sekolah atau 
menitip anak ketika dibutuhkan. Selain 
itu, dengan adanya dialog antar OMS dan 
kelompok rentan dalam pemberdayaan, OMS 
dapat mengidentifikasi kebutuhan khusus 
dalam pengasuhan sesuai karakteristik daerah. 

Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala 
Keluarga (PEKKA) menyampaikan inisiatif 
layanan penitipan anak di sore-malam hari, di 
wilayah dampingan mereka di Nusa Tenggara 
Barat (NTB), karena memenuhi kebutuhan 
kelompok dampingan mereka yang bekerja 
di sore-malam hari. Hal ini selaras dengan 
temuan literatur tentang kebijakan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Meksiko yang 
mendorong ketersediaan tempat penitipan 
anak bersubsidi dengan durasi yang lebih 
panjang (pagi hingga sore) (Chan, 2018). 

KEBIJAKAN DAN PROGRAM 
PERAWATAN SOSIAL YANG 
TERSEDIA  

Dari kajian literatur, kebijakan untuk 
meningkatkan akses dan kualitas perawatan 
sosial berfokus pada kebijakan yang 
mendukung keluarga menjadi pengasuh 
utama. Kebijakan pendukung keluarga 
seharusnya ditujukan tidak hanya kepada 
perempuan untuk membagi peran 
pengasuhan secara adil. Bentuk kebijakan 
yang telah banyak diterapkan adalah 
pengaturan kerja yang fleksibel misalnya 
dengan memberlakukan pengurangan 
jam kerja tanpa mengurangi gaji bagi ibu 
bekerja, meningkatkan cuti melahirkan 
menjadi 6 bulan, dan memberikan tunjangan 
pengasuhan anak (Mehdizadeh, 2015). 
Pengasuhan alternatif juga dikembangkan 
berdasarkan pendekatan perawatan berbasis 
keluarga. Di India misalnya, terdapat panduan 
mengenai pengasuhan berbasis keluarga 
seperti foster care dan pelatihan tentang 
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pengasuhan alternatif bagi lembaga yang 
memiliki fungsi perlindungan anak (Forber-
Pratt et al., 2020). Di Sri Lanka, kebijakan 
pengasuhan alternatif berfokus pada 
strategi pencegahan, gate keeping, serta 
reunifikasi dan reintegrasi keluarga (Forber-
Pratt et al., 2020). 

Di Indonesia, kebijakan perawatan sosial 
bagi anak dan kelompok rentan tersirat 
dalam arah kebijakan ke depan. Perlindungan 
sosial adaptif sebagai salah satu arah kebijakan 
dalam RPJPN 2025-2045 menyebutkan 
strategi penerapan ekonomi perawatan untuk 
meningkatkan partisipasi kerja perempuan, 
disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. 
Menindaklanjuti hal ini, KemenPPPA sedang 
merancang peta jalan ekonomi perawatan 
yang bekerja sama dengan International 
Labor Organization (ILO).

Di samping itu, terdapat pula beberapa 
kebijakan yang sudah tersedia sebelumnya 
yang mendukung penyediaan perawatan 
sosial bagi anak. KemenPPPA misalnya 
berkomitmen untuk meningkatkan 
ketersediaan dan standarisasi tempat 
penitipan anak (daycare) melalui program 
Taman Asuh Ceria (TARA). Di sisi lain, 
Kemendikbudristek juga punya program 
yang serupa bagi Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) melalui kebijakan Merdeka 
Belajar. Inisiasi peningkatan akses ke tempat 
penitipan anak menunjukkan hasil yang 
baik di Meksiko, berdasarkan kajian literatur. 
Pemerintah Meksiko menginisiasi tempat 
penitipan anak bersubsidi bagi keluarga 
miskin melalui pemberian hibah kepada 
individu dan OMS untuk membangun tempat 
penitipan anak dengan biaya yang terjangkau. 
Program tempat penitipan anak bersubsidi 
ini kemudian menjadi salah satu penyedia 
layanan perawatan sosial yang paling penting 
bagi anak berusia 1-4 tahun di negara 
tersebut (Chan, 2018).

Di ranah implementasi program di daerah, 
OMS dan K/L melakukan pemberdayaan 
ekonomi yang secara tidak langsung 

berdampak pada terciptanya perawatan 
berbasis komunitas. Para perempuan 
peserta Program Desbumi yang dilakukan 
oleh Migrant Care memiliki hubungan 
yang dekat sehingga dapat diperbantukan 
dalam menjemput atau merawat anak dari 
anggota perempuan lainnya. Pengasuhan 
berbasis komunitas (community-based 
parenting) juga dijalankan oleh Kementerian 
Ketenagakerjaan melalui Program Desmigratif. 
Selain berkolaborasi dengan desa melalui 
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, 
KemenPPPA juga menerapkan pengasuhan 
gotong royong dan berbasis budaya yang 
berkolaborasi dengan berbagai komunitas 
dari sekolah hingga posyandu3. PEKKA 
mengembangkan PAUD atau daycare berbasis 
komunitas untuk mendukung pengasuhan 
oleh para perempuan yang bekerja. 

Dari literatur ditemukan bahwa program 
untuk melakukan perubahan norma gender 
dalam pekerjaan perawatan diantaranya 
dilakukan melalui program bantuan tunai 
bersyarat bagi keluarga miskin. Pada program 
Family Development Session di Filipina, ibu 
dan ayah diminta untuk hadir dalam setiap 
sesi dengan materi sesi yang mencakup 
relasi suami-istri, hak-hak perempuan, dan 
manajemen rumah tangga (Chan, 2018). 

Pelibatan tokoh agama dan tokoh 
masyarakat dalam kerja-kerja OMS 
dinilai efektif dalam mengatasi hambatan 
norma sosial dan gender. PKBI mengamati 
bahwa pendekatan storytelling di kegiatan 
masyarakat berpeluang dalam berbagi 
perspektif dan membuka dialog dengan 
efektif, seperti melalui kegiatan teater di 
tingkat sekolah. Selain itu, dialog bersama 
kelompok dampingan juga dilakukan OMS 
untuk mengupas pandangan dan bias norma 
sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Program 
forum keluarga yang difasilitasi oleh Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bertujuan 
untuk memberi pemahaman dan tambahan 
perspektif orang tua mengenai situasi anak 
yang berhadapan dengan hukum.

3 Modul Pengasuhan Gotong Royong Sekolah Bok-Ebok Pengalaman dari Ledokombo, dapat dilihat di https://tanoker.org/modul-
pengasuhan-gotong-royong-sekolah-bok-ebok-pengalaman-dari-ledokombo/
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ARAH DAN PENDEKATAN 
BAGI KEBIJAKAN DAN 
PROGRAM PERAWATAN 
SOSIAL YANG KONTEKSTUAL
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ARAH DAN PENDEKATAN BAGI KEBIJAKAN DAN 
PROGRAM PERAWATAN SOSIAL YANG KONTEKSTUAL
Berdasarkan cakupan konsep perawatan sosial, bentuk layanan sosial, penghambat, 
pendukung, dan praktik perawatan sosial yang ditemukan dalam studi, kami mengusulkan 
konsep perawatan sosial dalam diagram berikut.

Diagram 1. Konsep Perawatan Sosial sebagai Acuan Pengembangan Kebijakan 
dan Program Perawatan Sosial di Indonesia.

Perawatan sosial adalah kebijakan dan program 
yang bertujuan untuk menyediakan akses dan 
layanan bagi pemerlu pengasuhan/perawatan sosial 
untuk mendapatkan perawatan yang memadai, 
serta dukungan bagi penyedia perawatan sosial 
untuk dapat memenuhi kebutuhan perawatan, 
dengan penekanan khusus pada kelompok-
kelompok rentan.

Perawatan sosial berbasis keluarga menekankan 
pada penyediaan pengasuhan/perawatan anak 
dan kelompok rentan lainnya yang membutuhkan 
dampingan perawatan dalam keluarga dan 
pengasuhan alternatif berbasis keluarga, seperti 
pengasuhan oleh kerabat, foster care, dan adopsi.

Perawatan sosial berbasis komunitas menekankan pada 
penyediaan pengasuhan/perawatan anak dan kelompok rentan 
lainnya yang membutuhkan dampingan perawatan di lingkungan 
komunitas asalnya, bukan dalam institusi atau memisahkan individu 
dari komunitas asalnya. Pengasuhan yang disediakan oleh anggota 
komunitas lainnya yang bukan perawat individu yang membutuhkan 
perawatan sosial dapat dikatagorikan sebagai perawatan berbasis 
komunitas. Misalnya TPA yang dikelola oleh komunitas, perawatan 
sementara oleh anggota keluarga saat pengasuh tidak ada, atau 
bantuan komunitas agar individu bisa hidup secara mandiri.

Perawatan sosial berbasis institusi menekankan pada penyediaan 
perawatan/pengasuhan anak dan kelompok rentan lainnya yang 
membutuhkan dampingan perawatan di sebuah fasilitas khusus, 
seperti panti sosial, panti asuhan, asrama, pesantren.
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Diagram di atas disusun sebagai acuan 
memahami konsep perawatan sosial 
berdasarkan hasil studi saat ini. Diagram 
ini menjadi dasar menyusun arah dan 
langkah kebijakan yang tepat. Untuk 
memastikan langkah-langkah kebijakan 
yang tepat, pengembangan kebijakan 
dan program perlu didasari oleh arah dan 
pendekatan berikut: multidimensional, 
mengarah pada pengembangan sistem, 
dan mempertimbangkan keberagaman 
kebutuhan perawatan sosial. 

Pendekatan multidimensional (di tingkat 
kebijakan dan praktik di masyarakat) 
dibutuhkan untuk mewujudkan kebijakan 
dan program perawatan sosial yang inklusif 
dan komprehensif.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat 
perawatan sosial yang teridentifikasi dalam 
studi ini, berada dalam sub-sistem yang 
berbeda namun saling terkait. Pendekatan 
multidimensional menjadi pendekatan yang 
menyasar sub-sistem yang mendukung 
tersedianya perawatan sosial. Sebagai 
contoh, norma gender yang membebani 
perempuan sebagai pengasuh membutuhkan 
perubahan ditingkat keluarga dan komunitas 
serta juga kebijakan pemerintah di tingkat 
nasional dan sub-nasional. Maka itu, 
konsep economy of care dan social 
care perlu selalu dipertimbangkan dalam 
penyusunan kebijakan dan program. Kedua 
konsep ini juga mencerminkan pendekatan 
multidimensional terhadap perawatan sosial, 
yang berfokus pada kebijakan dan praktik 
serta juga kebutuhan penyedia dan pemerlu 
perawatan sosial. Perawatan sosial yang 
memadai juga tidak dapat terwujud tanpa 
dukungan struktural dan juga dukungan 
sosial dalam komunitas, keluarga, dan 
bagi individu penyedia perawatan. Studi ini 
menggarisbawahi peran penting pemerintah, 

OMS, dan komunitas dalam perawatan sosial. 
Pendekatan multidimensional juga dibutuhkan 
untuk memastikan semua pihak terkait dapat 
melaksanakan perannya dengan efektif. 

Kebijakan dan program perawatan sosial 
harus mendorong berkembangnya sebuah 
sistem perawatan sosial, bukan hanya 
sekedar memenuhi kebutuhan perawatan 
kelompok pemerlu. 

Anak yang memiliki pengasuh utama 
pun, berisiko untuk mengalami masalah 
perkembangan saat pengasuh utama mereka 
tidak mendapatkan dukungan yang cukup 
untuk memberikan pengasuhan. Maka itu, 
dukungan agar anak mendapatkan perawatan 
sosial yang memadai sebaiknya tidak hanya 
berfokus pada penguatan kapasitas individu 
sebagai pengasuh. Pada kelompok miskin, 
perempuan sebagai pengasuh utama 
berpotensi menguatkan kemandirian finansial 
keluarga. Penguatan kapasitas pengasuhan 
tanpa adanya akses pada layanan pengasuhan 
lainnya menghambat partisipasi kerja 
ibu yang kemudian meningkatkan risiko 
keterpisahan anak dari keluarga.Kelompok 
lansia yang menjadi pengasuh pengganti 
mengalami kerentanan yang berlipat 
karena beban pengasuhan yang bertambah 
disaat kebutuhan perawatan mereka mulai 
meningkat. Situasi ini juga sering dialami oleh 
kelompok disabilitas yang menjadi pengasuh. 
Pemenuhan kebutuhan perawatan saja tidak 
cukup sebelum kebutuhan dasar pengasuh 
terpenuhi. Maka itu, kebijakan dan program 
perawatan sosial perlu menggunakan 
pendekatan sistem agar kebutuhan pengasuh 
dan pemerlu pengasuhan terpenuhi. 
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Model perawatan sosial perlu tersedia dalam 
sebuah kontinum4 agar kelompok rentan 
mendapatkan perawatan sosial yang tepat. 

Beragam kelompok dengan kerentanan dan 
kebutuhan yang berbeda membutuhkan 
kebijakan dan program perawatan sosial 
yang beragam. Selaras dengan konsep-
konsep perawatan sosial dari studi-studi 
terdahulu, studi ini menunjukkan bahwa 
perawatan sosial memiliki cakupan kelompok 
pemerlu dan kelompok penyedia yang 
beragam. Contohnya, kelompok anak tanpa 
pengasuhan keluarga mencakup anak 
dalam beragam situasi kehidupan yang 
membutuhkan perawatan dan pengasuhan 
sosial yang beragam. Kelompok rentan ini 
bukan hanya anak yatim atau piatu, karena 
banyak juga kelompok anak yang masih 
memiliki pengasuh utama namun berada 
dalam kondisi yang rentan, sehingga tidak 
memungkinkan penyediaan perawatan  
yang memadai. 

4 Perawatan sosial yang kontinum artinya yang mencakup respons primer (pencegahan), sekunder (pengurangan risiko), 
dan tersier (penanganan)
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Pemerintah Indonesia perlu melanjutkan 
dan merealisasikan komitmen melaksanakan 
transformasi sistem perlindungan sosial 
nasional. Transformasi “perlindungan 
sosial yang adaptif” yang telah dirancang 
oleh Pemerintah Indonesia (dalam hal ini 
Bappenas) merupakan peluang untuk mulai 
mendorong terciptanya sebuah sistem yang 
memungkinkan penyediaan perawatan 
sosial yang memadai. Penerapan ekonomi 
perawatan sebagai salah satu strategi untuk 
mewujudkan perlindungan sosial adaptif, 
sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai 
instrumen untuk meningkatkan partisipasi 
kerja, seperti yang tertuang dalam RPJPN 
2025-2045. Kebijakan ekonomi perawatan 
juga harus dipandang sebagai strategi 
untuk membangun sistem perawatan sosial 
nasional yang inklusif dan oleh karenanya 
perlu memperhatikan kebutuhan kelompok-
kelompok yang paling rentan.

Penerapan ekonomi perawatan perlu 
memastikan perluasan cakupan dan bentuk 
dukungan bagi pengasuh dan penyedia 
perawatan sosial. Cakupan bantuan sosial 
yang disediakan oleh pemerintah bagi 
keluarga miskin, seperti PKH, perlu diperluas 
sehingga dapat diakses oleh pengasuh 
pengganti dalam keluarga besar dan 
komunitas. Bentuk bantuan sosial yang saat 
ini sudah lebih komprehensif juga perlu terus 
dikembangkan misalnya mencakup tunjangan 
untuk mengakses layanan penitipan anak 
di komunitas, yang belum tersedia di 
Indonesia namun telah diterapkan di negara 
berpendapatan menengah lainnya. 

Di saat yang bersamaan, K/L terkait, 
Pemerintah Daerah, dan OMS, dan 
pemangku kepentingan lainnya perlu 
menyusun dan melaksanakan kebijakan 
pengumpulan dan pengelolaan data 
pemerlu dan penyedia layanan secara 
berkala. Data akurat dari beragam K/L, 
Pemerintah Daerah, dan OMS diharapkan 
dapat memastikan keterwakilan beragam 
kelompok rentan dan kebutuhan 
multidimensional kelompok-kelompok 
tersebut untuk mendapatkan perawatan 
sosial agar menjadi dasar penyusunan 
program berbasis bukti. Studi terkait dengan 
perawatan sosial, seperti studi ini dan 
studi selanjutnya, juga dibutuhkan untuk 
memberikan masukan berbasis bukti untuk 
penyusunan kebijakan dan program yang 
kontekstual dengan situasi dan kebutuhan 
kelompok rentan di tingkat lokal. 

Pemerintah Pusat perlu secara berkelanjutan 
membangun komitmen K/L, Pemerintah 
Daerah, dan OMS pelaksana perawatan 
sosial. Penguatan komitmen yang melibatkan 
beragam pemangku kepentingan ini 
akan mendorong penyelarasan arah dan 
pendekatan dalam kebijakan dan program 
serta pemanfaatan sumber daya (seperti 
anggaran dan juga kapasitas penyedia 
layanan) bagi implementasi program 
perawatan sosial yang akan dilakukan 
lintas kementerian dan juga lintas struktur 
pemerintahan. K/L terkait yang perlu dilibatkan 
di antaranya adalah Kementerian Sosial, 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Kementerian 
Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, dan Kementerian Kesehatan.

LANGKAH KEBIJAKAN UNTUK MENCIPTAKAN SEBUAH SISTEM 
PERAWATAN SOSIAL YANG DAPAT MERESPONS KEBUTUHAN 
PERAWATAN SOSIAL BERAGAM KELOMPOK RENTAN

Mengacu pada konsep perawatan sosial yang disusun berdasarkan hasil studi ini dan 
mempertimbangkan pendekatan dan arah yang telah disusun, langkah-langkah yang dapat 
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia dan OMS adalah sebagai berikut. 
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Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen 
untuk mewujudkan keluarga berkualitas, 
kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif 
sebagai salah satu arah pembangunan di 
RPJPN 2025-2045. Norma sosial terutama 
gender yang menjadi penghambat 
perempuan untuk mendapatkan dukungan 
yang cukup untuk melaksanakan tugas 
pengasuhan membutuhkan intervensi 
multidimensional. Mengembangkan 
kebijakan pendukung keluarga (family 
policies) yang komprehensif akan 
mendukung keluarga untuk memberikan 
perawatan sosial dan dapat mengubah 
norma-norma sosial mengenai perawatan 
sosial. Kebijakan seperti pemberian 
tunjangan bagi orangtua yang memiliki anak 
usia dini, jam kerja fleksibel bagi pengasuh 
utama, dan bantuan sosial untuk layanan 
penitipan anak ditemukan berdampak 
pada perubahan norma pengasuhan dalam 
masyarakat di negara-negara berpendapatan 
menengah lainnya dan perlu dikembangkan 
oleh pihak pemerintah dan non-pemerintah 
di Indonesia. 

Selain di tingkat kebijakan makro, proses 
perubahan norma sosial juga perlu dilakukan 
secara perlahan dalam semua tingkatan 
masyarakat. Norma sosial erat dengan praktik 
perawatan sosial, nilai perkawinan, dan 
nilai keluarga yang telah mengakar dalam 
masyarakat. Maka itu, perubahan norma 
sosial juga tetap membutuhkan intervensi 
di tingkat komunitas. Organisasi Masyarakat 
Sipil (OMS) memiliki peranan penting bagi 
intervensi di tingkat komunitas. Pelibatan 
laki-laki sebagai pengasuh atau penyedia 

perawatan ditemukan berdampak positif pada 
perubahan pandangan mengenai tanggung 
jawab pengasuhan dalam keluarga. Pelibatan 
pemuka agama dan tokoh masyarakat 
juga dilihat berpengaruh dalam konteks 
masyarakat Indonesia. Di samping intervensi 
di tingkat komunitas, intervensi di tingkat 
kebijakan juga bisa dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan norma sosial, misalnya dengan 
menyesuaikan kurikulum pendidikan yang 
memuat nilai-nilai kesetaraan gender. 

Sumber daya untuk meningkatkan akses, 
kualitas, dan kapasitas layanan perawatan 
sosial akan selalu terbatas. Untuk mengatasi 
tantangan terkait keterbatasan sumber 
daya, dibutuhkan penyusunan dan 
implementasi kebijakan yang secara bertahap 
mengembangkan akses dan kapasitas layanan 
perawatan sosial. Tahapan yang ideal untuk 
mengembangkan akses dan kapasitas adalah 
mengedepankan pelayanan komprehensif, 
integratif, dan berfokus pada pencegahan 
keterpisahan anak dengan pengasuh, 
terutama anak rentan dan pengasuhnya 
atau anak dengan pengasuh mereka yang 
merupakan kelompok rentan. Pelayanan 
komprehensif akan mendorong peningkatan 
kapasitas pekerja sosial dan praktisi lainnya. 
Pelayanan integratif akan mendorong 
penyusunan pedoman program yang 
berkualitas. Sementara itu, program preventif 
dalam jangka panjang akan mendorong 
pengalihan sumber daya dari pelayanan 
tersier ke pelayanan yang mendukung 
keluarga dan pengasuh untuk memberikan 
perawatan yang memadai.

LANGKAH KEBIJAKAN UNTUK MERESPONS TANTANGAN-TANTANGAN 
PENGHAMBAT KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERAWATAN SOSIAL 
YANG MEMADAI
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LANGKAH KEBIJAKAN UNTUK MEMANFAATKAN POTENSI DAN 
PRAKTIK BAIK PENDUKUNG BERKEMBANGNYA KEBIJAKAN DAN 
PROGRAM PERAWATAN SOSIAL YANG MEMADAI

Mengarahkan sumberdaya untuk 
melembagakan dan mereplikasi inisiatif 
pemberdayaan kelompok pemerlu dan 
penyedia perawatan sosial yang tengah 
berkembang di tingkat lokal. 

Perawatan sosial yang terbaik adalah 
berbasis pada keluarga dan komunitas serta 
berpedoman pada penguatan kemampuan 
pemerlu perawatan sosial. Kapasitas 
dan sumber daya dari penyedia layanan 
formal juga akan selalu terbatas. Inisiasi 
pemberdayaan kelompok rentan untuk 
menyediakan perawatan sosial berbasis 
komunitas perlu mendapatkan dukungan 
pemerintah pusat dan daerah. Langkah 
kebijakan yang dapat dilakukan oleh pihak 
pemerintah di antaranya adalah menetapkan 
regulasi dengan panduan, standar, dan 
sumber pendanaan yang cukup untuk 
program perawatan berbasis komunitas, 
menghubungkan program perawatan 
berbasis komunitas dengan layanan 
lainnya, dan mendukung replikasi model-
model yang dinilai berhasil. Sementara itu, 
Organisasi Masyarakat Sipil memiliki peran 
dalam mengidentifikasi potensi dan praktik-
praktik baik yang ada di komunitas serta 
mendampingi pelaksanaan program-program 
perawatan sosial di tingkat komunitas. 

Pelibatan aktif dan berkelanjutan kelompok 
pemerlu dan penyedia perawatan sosial 
dalam proses penyusunan kebijakan dan 
implementasi program. 

Untuk meningkatkan keberhasilan program 
pemberdayaan komunitas dan kelompok 
lokal, kelompok pemerlu dan penyedia 
perawatan sosial di tingkat komunitas harus 
mendapatkan kesempatan dalam merancang 
program perawatan sosial. Pelibatan aktif dan 
berkelanjutan tidak terbatas pada konsultasi, 
namun secara terencana dapat meliputi 
proses identifikasi masalah seperti identifikasi 
norma sosial yang menghambat perawatan 
sosial yang cukup, proses perencanaan 
intervensi untuk mengubah norma sosial 
terkait, serta proses penguatan kapasitas 
komunitas agar mampu menyediakan 
perawatan dan pengasuhan sosial yang 
memadai. Organisasi Masyarakat Sipil sebagai 
pendamping komunitas perlu memastikan 
pelibatan kelompok pemerlu dan penyedia 
layanan perawatan sosial dilakukan secara 
bermakna dan hasilnya dijadikan acuan bagi 
penyusun kebijakan dan pelaksana program.
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Melanjutkan komitmen transformasi 
sistem perlindungan sosial yang 
mencakup pemenuhan kebutuhan dasar 
dan layanan perawatan sosial. 

Mengarahkan sumberdaya yang memadai 
untuk memperluas bentuk dan cakupan 
kebijakan dan program perawatan sosial.

Menyusun kebijakan keluarga (family 
policies) yang komprehensif dan inklusif. 

Mengarahkan sumberdaya untuk 
melembagakan dan mereplikasi 
inisiatif perawatan sosial yang 
berkembang di tingkat komunitas.

Melibatkan kelompok pemerlu dan 
penyedia perawatan sosial dalam 
proses penyusunan kebijakan dan 
implementasi program.

Peran Pemerintah dan K/L Peran OMS

 

 

 







Menyediakan informasi mengenai 
beragam kelompok rentan dan 
kebutuhannya.

Mendorong perubahan norma sosial 
di tingkat komunitas/masyarakat.

Mengidentifikasi potensi dan praktik-
praktik baik yang ada di komunitas dan 
mendampingi pelaksanaan program 
perawatan sosial di tingkat komunitas. 

Memastikan keterlibatan bermakna 
dari kelompok pemerlu dan penyedia 
perawatan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan kebijakan/program 
perawatan sosial.

Regulasi teknis terkait perawatan sosial masih belum terpusatkan. Untuk mengimplementasikan 
langkah-langkah kebijakan yang telah dijabarkan, saat ini RPJMN 2025-2029 dapat menjadi 
acuan, khususnya yang berkaitan dengan transformasi sistem perlindungan sosial adaptif. 
Regulasi terkait dengan penyelenggaraan PAUD, penyediaan tempat penitipan anak, dan 
dukungan bagi pekerja migran dapat digunakan sebagai acuan untuk membuka akses bagi 
layanan perawatan sosial bagi anak dari keluarga rentan. Selanjutnya, Pemerintah, K/L, dan  
OMS dapat mengacu pada kerangka RPJPN 2025-2045 yang mencantumkan ekonomi 
perawatan serta penyediaan perawatan dan pengasuhan sosial sebagai strategi penguatan 
sumber daya manusia. 
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